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ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Implementasi Kebijakan Bantuan Hukum Gratis Bagi
Masyarakat Miskin Di Kota Palembang”. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kurangnya
sosialisasi terhadap bantuan hukum dan kurangnya pemberian bantuan hukum yang
dimulai dari tahap penyidikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi
kebijakan bantuan hukum gratis bagi masyarakat miskin di kota palembang. Teori yang
digunakan adalah teori implementasi kebijakan Charles O Jones. Ada 3 aktivitas utama
dalam implementasi kebijakan yaitu, organisasi, interpretasi, dan aplikasi (penerapan).
Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Sumber data
diperoleh dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui observasi,
wawancara, dan dokumentasi. Hasil temuan di lapangan dilihat dari perspektif teori antara
lain: (1) Organisasi, pada aspek ini terdapat indikator sumber daya finansial, dimana
sumber daya finansial masih belum cukup untuk LBH dalam memberikan pendampingan
hukum kepada penerima bantuan hukum. Dana yang diberikan tidak mencukupi untuk
Lembaga Bantuan Hukum atau pemberi bantuan hukum. (2) Interpretasi, pemberian
bantuan hukum melalui pendampingan kepada penerima bantuan hukum oleh LBH belum
sesuai dengan prosedur dan standar bantuan hukum yang ada. Masih Belum adanya SOP
yang jelas mengenai kategori miskin untuk penerima bantuan hukum dalam perkara
perdata. (3) Penerapan atau aplikasi, sosialisasi kebijakan bantuan hukum tidak mencakup
ke semua kalangan. Sosialisasi dilaksanakan hanya berfokus di Lembaga Permasyarakatan
tidak ke lingkungan masyarakat. Penelitian ini memberikan saran agar implementasi
Kebijakan Bantuan Hukum Gratis Bagi Masyarakat miskin di Kota Palembang dapat
berjalan dengan baik, maka sebaiknya dilengkapi Standar Operasional Prosedur sehingga
pendampingan bisa dilaksanakan secara prosedur, serta perlu diupayakan adanya
peningkatan anggaran untuk penerima bantuan hukum, dan harus adanya penyuluhan
hukum di lingkungan masyarakat seperti di tingkat kecamatan, kelurahan, RT maupun RW

Kata kunci : Implementasi, Kebijakan, Bantuan, Hukum
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ABSTRACT

This thesis is entitled “Implementation of free Legal Aid Policy For The Poor in
Palembang City”. This research is motivated by the lack of socialization of legal aid and
the providing legal aid in terms of accompaniment that starts from the stage of
investigation. This research aims to find out the Implementation of Free Legal Aid Policy
For The Poor in Palembang City. This research uses the theory of the public policy
implementation according to Charles O Jones. There are 3 main activities in public policy
implementation, namely organization, interpretation and application. The used research
method is a qualitative descriptive method. Data sources are obtained from primary data
and secondary data. Data collection method is by observation, interview and
documentation. The results of this research are viewed by the theoretical perspective,
including : (1) organization, in this aspect there are indicators of financial resources
which are still insufficient for legal aid institutions to provide legal assistance to recipient
of legal aid. The provided funds are not sufficient for legal aid institutions or legal
assistances. (2) interpretation, the provision of legal aid through the accompaniment for
the recipients of legal aid by legal aid institutions has not been in accordance with the
wxisting legal aid proceduures and standards. There is still no procedures clarity about
the category of poor for the recipients of legal aid in civil cases. (3) Application or
application, socialization of legal aid policies does not extend to all groups. The
socialization was carried out only focusing on the Correctional Institution and did not
spread to the community. This study suggests that the implementation of the Free Legal
Aid Policy for the poor in Palembang City can run well, so it should be equipped with
Operational Standards Procedure so that assistance can be carried out in a procedure,
and efforts should be made to increase the budget for legal aid recipients, and legal
counseling in the community such as at the sub-district, and county levels.

Keywords: Implementation, Policy, Aid, Legal
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana termuat di Pasal 1 Ayat (3)
Undang-Undang Dasar 1945, dalam konteks tersebut negara berhak mengakui dan
melindungi hak asasi manusia termasuk hak atas bantuan hukum. Bantuan hukum adalah
suatu media yang dapat digunakan oleh semua orang dalam rangka menuntut haknya atas
adanya diskriminasi hukum. Pemberian bantuan hukum yang berdasarkan Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum ditekankan pada bantuan hukum yang
diberikan kepada orang atau kelompok miskin dengan tujuan memberikan keadilan dan
kesamaan di hadapan hukum. Bantuan hukum hanya diperuntukkan untuk masyarakat
miskin yang tidak memenuhi hak dasar secara layak, seperti hak pangan, sandang, layanan
kesehatan, pekerjaan, dan lain-lain. Pemberian bantuan hukum yang diberikan berupa

bantuan pendampingan oleh tenaga advokat.

Pemberian bantuan hukum meliputi bantuan hukum litigasi dan non litigasi.
Bantuan Hukum Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan melalui
jalur pengadilan untuk menyelesaikannya, seperti pidana, perdata dan tata usaha negara.
Bantuan hukum litigasi pidana sesuai PP No 42 Tahun 2013 pasal 15 ayat (1) menyatakan
bahwa pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan,
penuntutan. Pasal 27 ayat (1) menyatakan bahwa kasus pidana, meliputi penyidikan, dan
persidangan, di pengadilan tingkat I, persidangan tingkat banding, persidangan tingkat
kasasi, dan peninjauan kembali. Bantuan Hukum Non Litigasi adalah proses penanganan

perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.



Pemberian bantuan hukum oleh Kanwil Kemenkumham Provinsi Sumsel sudah
dilakukan sejak tahun 2012. Anggaran yang diberikan kepada penerima bantuan hukum
dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Sesuai amanat PP No
42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran
Dana Bantuan Hukum Pasal 18 ayat (1) menyatakan bahwa sumber pendanaan
penyelenggaran bantuan hukum dibebankan pada APBN, dan pasal 20 ayat (1)
menyatakan pula bahwa pemberian bantuan hukum per perkara atau per kegiatan hanya
dapat dibiayai dari APBN atau APBD. Besaran biaya bantuan hukum ditetapkan melalui

surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. M.HH-03.HN.03.03 Tahun 2017.

LBH yang melakukan kegiatan litigasi pidana di mulai dari tahap penyidikan
besaran dana yang akan diterima Rp 2.000.000,- dan apabila dimulai dari tahap
persidangan tingkat 1 maka akan diberikan dana sebesar Rp 3.000.000,-, dan seterusnya.
LBH yang akan melakukan kegiatan litigasi perdata yang dimulai dari tahap gugatan
sebesar Rp 2.000.000,- dan apabila dari tahap putusan pengadilan tingkat 1 Rp. 3.000.000,.
Standar biaya kegiatan litigasi bantuan hukum sudah ditentukan oleh Kementerian Hukum

dan Ham yang telah diusulkan kepada Menteri Keuangan.

Provinsi Sumsel merupakan Provinsi yang pertama menyelanggarakan bantuan
hukum gratis kepada masyarakat kurang mampu. Program bantuan hukum merupakan
wujud dari kepedulian Pemerintah Provinsi Sumsel terhadap masyarakat kurang mampu
yang berurusan dengan hukum. Program bantuan hukum ini telah tertuang di dalam
Peraturan Daerah No 8 Tahun 2012 tentang bantuan hukum cuma-cuma dan telah diubah

ke Peraturan Daerah No 5 Tahun 2014 tentang bantuan hukum cuma-cuma.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sumatera Selatan adalah

Kantor Wilayah yang menyelenggarakan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat



miskin yang ada di Provinsi Sumsel agar semua masyarakat miskin di Provinsi Sumsel
dapat mendapatkan akses keadilan dan kesamaan di hadapan hukum. Kanwil
Kemenkumham bertugas dalam memverifikasi dan akreditasi Lembaga Bantuan Hukum
(LBH), verifikasi dan akreditasi pada LBH dilakukan secara berkala selama 3 tahun sekali.
Jumlah LBH di Sumsel yang lulus verifikasi dan akreditasi hingga tahun 2017 ada 8 LBH,
6 LBH ada di kota Palembang dan 2 LBH diluar kota Palembang. LBH yang lolos
verifikasi dan akreditasi inilah yang bisa memberikan bantuan hukum gratis. Adapun

nama-nama LBH yang lolos verifikasi dan akreditasi dapt dilihat pada tabel 1

Tabel 1 Akreditasi LBH di Sumsel

No Nama LBH Akreditasi

1 | Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sejahtera A

Palembang Sriwijaya

2 | Lembaga Bantuan Hukum Sumatera Selatan (LBH B
Sumsel)

3 | Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Palembang B

4 | Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia B

Lembaga Bantuan Hukum (YLBHI LBH)

Palembang
5 | Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum FH Univ C
Palembang
6 | Lembaga Bantuan Hukum Lahat C
7 | Poshakumadin Lubuklinggau C
8 | Kantor Hukum Polisabdi Hukum Sekolah Tinggi C

IHmu Hukum Sumpah Pemuda (Stihpada)

Sumber : Kantor Kanwil Kemenkumham Sumsel



Tabel 1 menjelaskan LBH yang telah terverifikasi dan terakreditasi oleh Kanwil
Kemenkumham Sumsel. Pemberian akreditasi a, b dan c sesuai dengan ketentuan yang
telah ditentukan Kanwil Kemenkumham Sumsel. Kategori A harus memiliki, jumlah kasus
yang ditangani paling sedikit 1 tahun sebanyak 60 kasus, jumlah program bantuan hukum
nonlitigasi paling sedikit 7 program. Kategori B harus memiliki, jumlah kasus yang
ditangani paling sedikit 1 tahun sebanyak 30 kasus, jumlah program bantuan hukum
nonlitigasi paling sedikit 5 program. Kategori C harus memiliki, jumlah kasus yang
ditangani paling sedikit 1 tahun sebanyak 10 kasus, jumlah program bantuan hukum
nonlitigasi paling sedikit 3 program. Dari perbedaan akreditasi lembaga tersebut, peneliti
meneliti 2 LBH yakni LBH Sejahtera Palembang yang memiliki akreditasi A dan LBH

Stihpada yang memiliki akreditasi C

Tahun 2016 Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sejahtera Palembang Sriwijaya
atau yang disingkat YLBH Sejahtera Palembang Sriwijaya memiliki akreditasi A
mendapatkan anggaran litigasi sebesar Rp 378.000.000. Jumlah kasus yang terealisasi dari
anggaran yang tersedia sebanyak 79 kasus dan kasus yang masuk lebih dari 1000an kasus
pertahunnya. Sebanyak 79 perkara yang terealisasi, perkara pidana paling banyak
mendominasi. Perkara pidana yang ditangani oleh YLBHI Sejahtera Palembang Sriwijaya
semua kasus dimulai dari tahap persidangan atau pelimpahan dari hakim tidak adanya
pendampingan hukum pidana yang dimulai dari tahap penyidikan. LBH Sejahtera
Palembang Sriwijaya melakukan pendampingan hukum melalui persidangan maka akan
mendapatkan uang sebesar Rp 3.000.000,- perkegiatan. Uang sebesar itu dilakukan dengan
8 kali tahap persidangan, seperti tahap dakwaan, tahap keterangan saksi, tahap keterangan

terdakwa, tahap tuntutan, tahap pembelaan dan tahap putusan.

Lembaga Bantuan Hukum Kantor Hukum Polisabdi Hukum Sekolah Tinggi IImu

Hukum Sumpah Pemuda atau yang disingkat LBH Polisabdi Stihpada memiiki akreditasi



C, pada tahun 2016 mendapatkan anggaran litigasi sebesar Rp 78.000.000,-. Jumlah kasus
yang terealisasi pada anggaran 2016 yaitu 38 kasus dari 100 an kasus yang masuk, dari 38
kasus yang terealisasi yang mendominasi adalah kasus perdata, hampir semua kasus yaitu
kasus perdata. LBH Stihpada melakukan pendampingan hukum perdata maka akan
mendapatkan Rp 2.000.000,- perkegiatan, uang yang didapatkan hanya dilakukan dalam 1
kali persidangan, karena kasus perdata biasanya dilakukan di tahap awal yaitu gugatan dan
tahapan kasusnya cepat selesai. Perbedaan antar dua Lembaga Bantuan Hukum maka
permasalahan yang menghambat berjalannya kebijakan bantuan hukum gratis tersebut
antara lain.

Pertama, pemberian bantuan hukum tidak dimulai dari tahap penyidikan..
Pelaksanaan pemberi bantuan hukum yang diberikan kepada masyarakat miskin berupa
pendampingan Advokat kebanyakan dilakukan dari tahap persidangan, jika dilihat lebih
lanjut para pemberi bantuan hukum yakni LBH bisa memberikan bantuan hukum berupa
pendampingan Advokat itu dimulai dari tahap penyidikan sampai penuntutan. Hal ini dapat

dilihat di tabel 2

Tabel 2 Pemberian bantuan hukum

No | Nama Lembaga Bantuan Hukum Tahun | Jumlah Perakara Keterangan
yang ditangani
1 YLBHI Sejahtera Palembang 2016 79 kasus Semua perkara dimulai

dari tingkat persidangan,
dan ditangani sampai
selesai

2 LBH Polisabdi Stihpada 2016 38 kasus Semua dimulai dari
tingkat persidangan dan
ditangani sampai selesai

Sumber : diolah oleh penulis

Berdasarkan tabel 2, pemberian bantuan hukum berupa pendampingan oleh tenaga
advokat pada tahun 2016 YLBHI Sejahtera Palembang sebanyak 79 kasus, dari semua
perkara yang ditangani dilakukan dari tahap persidangan tidak adanya pemberian bantuan

hukum yang dilakukan dari tahap penyidikan. Wawancara yang dilakukan kepada salah



satu penerima bantuan hukum pidana YLBHI Sejahtera Palembang terkait kasus pencurian

mengatakan bahwa

“saya tidak mengetahui adanya kebijakan bantuan hukum gratis ini dan saya tidak
mengetahui tentang hukum, ketika saya disidang di pengadilan saya ditanya oleh
hakim apakah saya punya pengacara dan saya bilang tidak dan hakim memberikan
saya saran untuk mendapatkan bantuan hukum gratis yang dimana kantor
OBHnya sendiri ada di belakang area pengadilan tersebut. Saya sebenernya ingin
mendapatkan pendampingan hukum dari tahap penyidikan dimana polisi
menanyakan perbuatan yang saya lakukan, jika saja saya mendapatkan bantuan
hukum dari tahap penyidikan tersebut maka hukuman yang saya dapatkan tidak
seberat ini”.

Kedua, Sosialisasi terhadap kebijakan bantuan hukum gratis ini masih kurang
menyentuh ke berbagai lapisan masyarakat. Masyarakat palembang masih banyak yang
tidak mengetahui akan adanya kebijakan bantuan hukum gratis dan pengetahuan
masyarakat akan terhadap hukum masih minim. Penulis melakukan teknik snowball
sampling untuk mengetahui apakah masyarakat palembang mengetahui akan adanya
kebijakan bantuan hukum. Penulis memilih 20 warga dari kelurahan Plaju Ulu, dari 20
warga yang dilakukan snowball sampling, semuanya tidak mengetahui dengan pasti

kebijakan bantuan hukum gratis yang diberikan pemerintah.

Ketiga, kebijakan bantuan hukum diberikan kepada masyarakat miskin yang
terlibat hukum pemberian bantuan hukum dapat berupa pendampingan tenaga advokat.
Pemberian bantuan hukum yaitu Lembaga Bantuan Hukum. Pembiayaan bantuan hukum
dibebankan pada APBN. Adapun dana yang diberikan kepada LBH Sejahtera Palembang

dan LBH Polisabdi Stihpada dapat dilihat pada tabel 3

Tabel 3 Dana bantuan hukum gratis tahun 2016

No | Nama Lembaga Bantuan Hukum | Tahun | Dana Bantuan Hukum
1 YLBHI Sejahtera Palembang 2016 Rp. 111.000.000

2 LBH Polisabdi Stihpada 2016 Rp. 78.000.000
Sumber : diolah oleh penulis




Pada tabel 3 perbedaan anggaran yang sangat besar yang didapatkan oleh setiap
LBH dan LBH lainnya. Dimana perbedaan anggaran ini diberikan dengan melihat
akreditasi lembaga bantuan hukum tersebut. YLBHI Sejahtera Palembang adalah LBH
satu-satunya yang memiliki akreditasi A, dan LBH Polisabdi Hukum yaitu LBH yang

memiliki akreditasi C.

Berdasarkan permasalahan yang ada dari perbedaan antar dua Lembaga Bantuan
Hukum, maka dapat diteliti lebih lanjut tentang Implementasi Kebijakan Bantuan Hukum

Gratis Bagi Masyarakat Miskin Di Kota Palembang.

B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana implementasi kebijakan bantuan hukum bagi masyarakat miskin di
kota Palembang ?
C. Tujuan Penelitian
Sehubungan dengan rumusan masalah penelitian yang telah dijelaskan, maka yang
menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi
kebijakan bantuan hukum gratis bagi masyarakat miskin di kota Palembang
D. Manfaat Penelitian
Penelitian ini akan memberikan manfaat secara teoritis maupun manfaat praktis.
1. Manfaat Teoritis
Diharapakan hasil penelitian ini dapat membantu atau memberikan masukan
kepada para akademisi Ilmu Administrasi Negara, terutama konsentrasi
kebijakan publik tentang implementasi kebijakan bantuan hukum gratis bagi

masyarakat miskin di kota palembang



2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini kiranya dapat digunakan untuk membantu dan memberikan
informasi bagi pihak-pihak yang terkait baik itu pemerintahan maupun aktor-

aktor kebijakan.
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